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PEMERIMAIIANPTesiden Jokowi kemunduran karena besaran upah
akanmemastki bulan-bulan terakhir minimum didasarkan pada formula
periode pertamanya dan sangatmung- (rumus) tetap dan tidak didasarkan
kinberlanjut ke periode berikutrya. pada indeks kebutuhan hidup layak

Selama lebih dari empat tahun (K[IL) yang dihitung setelah ada
memerintalr, kabinet Presiden Jokowi survei beberapa komponen trGIL.

telah mengeluarkan beberapa kebijakan Formula penetapan upah dalam
di bidangperbtuuhan, Dalamkebijakan PP 7 8 I 20L5 tersebut didasarkan
itu, masih terdapat beberapa peng- pada besaran upah tahun berjalan
aturanyang merupakan kemunduran ditambah akumulasi dari angka
te*aitdengan perlindunganterhadap infl asi satu tahun serta perhrmbuhan
pekerja/burutr. Meskipun, pada sisi PDB selama satu tahun. Kebijakan
lain terdapatpulabeberapakemajuan pengupahan itu akan membuat
pengaturan yang memberikan buruh tetap miskin.
perlindunganlebihkepadabun:h DalampertemuanantaraPresiden
danduniausahapadaumumntra fokowi dan pemimpin sejunrlah

Terkait dengan kebijakan yang serikat buruh beberapa hari lalu,
tercatat sebagai kemunduran, be- salah satu pokok pembicaraan adalah

berapadiantaranyaadadibidang kemungkinan revisi PP ?B{2OI5.
hubungan indusrial. Misalnya Memang sudah sepatutnya PP inr
kebijakan pengupahan sebagaimana ditinjauulang. Ivlaterinya semestinya

yang tertuang dalam PP 7812015 memberikan keadilan bagi buruh
dan kebijakan tenaga kerja asing dan pengusaha. Undang-undang
(TKA) sebagaimanayangtertuang sistempengupahanjugaurgentmtuk
dalam Perpres20/20I8. Di sisi lain, diwujudkan. Hal tersebut juga sudah

terdapat pr:la beberapa kebijakan dijanjikan oleh Iokowi dalam Nawacita

yang merupakan kemaj uan di bidang visi-misi waktu pencalonannya sebagai

perbun:han. Misalnya, kebijakan presiden pada 2014.
jaminan pensiun sebagaimana Kemundurankebijalanyangselan-
yang diatur dalam PP 45120L5 dan jutnya adalahyangtertuang dalam
kebijakan THR yang tertuang dalam Perpres 20 I 2018. Ahuan itu me-
Permenaker 6/2016. rupakanupayamenderegulasipeng-

XeUilakan pelgupahan dalam aturan tenaga kerja asing (TKA) yang

PP 78l2ol5 dikatakan sebagai adasebelumnya. PerpresTKAter-

Bahkan, dalam penjelasan pasal bekerja.Iugatenangsaatmemasuki

43 ayat(1) I'JIJ Ketenagakerjaan usiapensiun.Sebab,pekeria/buruh

dikatakan, RPTKA merupakan masihpunyapendapatanyangpasti

syarat pengaiuan IMTA. Fungsi demimenopangkehidupanmereka.

IMTAsangatpentingdalamrangka Selama ini, pekeda/btuuh tidak
pengendalian negara terhaclap memiliki.iaminan pensiun sama

masuknya TKA di negeri ini. sekali, melainkanhanyapesangon
Namun, PerpresTKAjugameng- yang diberikan oleh pengusaha.

andung aspek positif unttrk men- Itu pun, banyakoknum pengusaha

dorong masuknya investasi di negeri yang memberikan pesangon tidak
ini. Kdtentuan iru terlihat pada sesuai ketentuan, bahkan tidak
atr-rran untuk direksi dankomisaris memberikanpesangon sama sekali

dari TKA. Yakni, tidak diperlukan dengan berbagai dalih dan perlakuan,

RPTKA/IMTA untuk mereka. Peng- kepada pekerja yang pensiun.

attuan itu sudah benar. Sebab, direki Kebijakan lain yang merupakan
dan komisaris tidakmasuk domain kemajuan adalah permenakeryang

UU Ketenagakerjaan. Dirr:ksi dan mengatur runjangan hari raya

komisaris bukanlah pekerj;a/buruh, (THR)' Yakni, Permenaker 6/20 I 6'

melainkan pengusaha yang Kemajuanpermenakertersebut,
menjalankanperusahaan. antaralain,berupaketentuanme-

pi iisi tain, tebijakanyang meru; ngenai kewa;'iban pengusaha unnrk

pakan kemajuan pada pemerintahan membayar THR bagi pekerja yang

Dresiden Iokowi adalah lahirnya telahbekerjaminimal satu bulan'
beberapa peraturan pemerintah
di bidang jaminan sosial, dalam
hal ini PP 4512015 tentanglaminan
Pensir::rr dan PP 46l2OL5 tentang Selamat Hari Buruh. Semoga

Jaminan Hari Tua. Dengan PP silabagi

45/2OL5, pekerja/buruh akan seluruh

mendapat manfaat pensiun saat
meskitingkat
n memadai. |) Dose
perisiun itu
/buruhtenang
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sebut mengandung beberapa peng-

atuan yang mengalami kemunduran
lerkait dengan perlindungan tenaga
kerja lokal atas mudahnya TKA masuk
ke Indonesia. Meskipun, perpres
itu juga mengandung pengaturan
yang positif terkait dengan de-
birokratisasi administatif.

Kemunduran perpres itu, antara
lain, meniadakan izin mempeker-
jakan TKA (IMTA). Dalam perpres
tersebut dikatakan, rencana peng-
gunaan TKA (RPTKA) dianggap
sebagai IMTA. Peniadaan IMTA
dengan memberlalekan RPTKA
sebagai IMTA jelas melanggar ke-
tentuan UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam
UU Ketenagakerjaan secara tegas
disebutkan dua dokumen yang
terpisah, yaitu RPTKA dan IMTA.
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